
 

 

PROSES PENYESUAIAN PERHITUNGAN PERATURAN 
PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018 PADA KANTOR PELAYANAN 

PAJAK PRATAMA JEMBER 
 
 

Calculation Adjustment Process of Government Regulation Number 23 of 2018 at the 
Pratama Tax Service Office Jember 

 

 

LAPORAN TUGAS AKHIR 

 

 

Oleh : 

Felianti Anggika Riski 
NIM 160903101009 

 

 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN 

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS JEMBER 

2019 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


i 
 

 

 

PROSES PENYESUAIAN PERHITUNGAN PERATURAN 
PEMERINTAH NO 23 TAHUN 2018 PADA KANTOR 

PELAYANAN PAJAK PRATAMA JEMBER 
 
 

LAPORAN TUGAS AKHIR 
 
 
 
 

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Jember 

 

 

 

Oleh : 

Felianti Anggika Riski 
NIM 160903101009 

 

 

 

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN 

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS JEMBER 

2019 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ii 
 

PERSEMBAHAN 

Laporan Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk: 

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ayahanda Febri Hendrianto dan Ibunda 

Yulianti yang selalu mendoakanku disetiap waktu. 

2. Adikku tercinta Dea Andini Riskianti 

3. Bapak Ibu Guru SDN 4 Dawuhan, SMP Negeri 3 Situbondo, SMA Negeri 

1 Situbondo, serta Dosen Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Jember 

4. Teman-teman Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu 

Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


iii 
 

MOTO 

Jadilah seperti bunga yang memberikan keharuman bahkan kepada tangan yang 

telah merusaknya.  

(Ali bin Abi Thalib) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
*) https://mutiaraislam.net/kata-mutiara-islam-ali-bin-abi-thalib/ 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


iv 
 

PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama : Felianti Anggika Riski 

NIM : 160903101009 

Menyatakan dengan seungguhnya bahwa laporan tugas akhir yang 

berjudul “Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 

2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Jember” adalah benar-benar 

hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum 

pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya 

bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap 

ilmiah yang dijunjung tinggi. 

 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya 

tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapat sanksi 

akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar. 

 

        Jember, 1 Mei 2019 

             Yang menyatakan, 

 

Felianti Anggika Riski 
         NIM 16090310100

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


v 
 

PERSETUJUAN 

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan 

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember 

Nama  : Felianti Anggika Riski 

Nim  : 160903101009 

Jurusan : Ilmu Administrasi 

Program Studi : DIII Perpajakan 

Judul  :“Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No          

23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember” 

 

Jember, 29 Mei 2019 

Menyetujui 

Dosen Pembimbing, 

 

 

Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A. 
NRP 760018037 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


vi 
 

PENGESAHAN 

Laporan Tugas Akhir berjudul “Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan 

Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember” 

telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Jember pada : 

Hari, tanggal  : Rabu, 19 Juni 2019 

Tempat  : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

Tim Penguji 

Ketua, 

 
 
 
 

Drs. Boedijono, M.Si. 
NIP. 196103311989021001 

 

Sekretaris,                                                                   Anggota, 
 
 
 
                      
Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A       Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak 
NRP. 760018037     NIP. 198710232014041001 
 
 
 

Mengesahkan, 

Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember 

 

 

 

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes. 
NIP. 196106081988021001 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


vii 
 

RINGKASAN 

Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 
pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP)  Jember; Felianti Anggika 
Riski, 160903101009; 2019; 93 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan 
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Jember. 
 

 Sesuai Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Penghasilan dikenakan atas 

penghasilan yang diterima dalam tahun pajak yang diatur didalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Penghasilan Pajak. Salah satu jenis pajak 

penghasilan yaitu Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. 

 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) huruf e adalah pajak yang dikenakan 

atas penghasilan tertentu lainnya. Pajak Penghasilan tersebut diatur lebih lanjut 

pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur tentang pajak 

penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki 

peredaran bruto tertentu. Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu 

yaitu; Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan (tidak termasuk Bentuk 

Usaha Tetap), dan Menerima penghasilan usaha, tidak termasuk penghasilan dari 

jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 

Rp 4.800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan tarif 1%. 

 Pada pertengahan tahun 2018 Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 

mengalami perubahan yaitu Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Perubahan 

yang signifikan yaitu tarif yang berubah menjadi 0,5%. Wajib Pajak yang 

memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat 

final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan Wajib 

Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan 

komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh 
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penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000 (empat 

miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 

 Penyetoran dapat dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan 

menggunakan sistem elektronik e-Billing menggunakan jenis kode pajak 420 

untuk mendapatkan cetakan kode billing yang digunakan untuk penyetoran ke 

bank persepsi atau kantor pos melalui www.sse3.pajak.go.id. Setelah mendapat 

Bukti Setoran Bank dan mendapat NTPN dianggap telah melakukan pelaporan 

SPT Masa Pajak. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 371/UN25.1.2/SP/2019, 
Diploma III Perpajakan Jurusan Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik, Universitas Jember). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


ix 
 

PRAKATA 
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“Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada 
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Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia adalah Negara besar dengan penduduk yang padat, besarnya 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipenuhi dari berbagai 

sumber yang ada di Indonesia. Salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) adalah bersumber dari pajak, meskipun masih banyak 

sumber lain seperti perdagangan dalam pendapatan Negara, sampai saat ini 

sumber pajak masih tetap memiliki nilai besar bahkan mengalami kenaikan serta 

sampai menembus persentase terbesar dibandingkan dengan sumber lainnya. 

Pajak sendiri termasuk sumber terbesar dalam penerimaan negara nonmigas. 

Dalam beberapa tahun terakhir, yang bersumber dari pajak sendiri mencapai lebih 

dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ada 

beberapa jenis pajak yang dipungut dan dipotong oleh pemerintah diantaranya 

Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea 

Materai, Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan 

(PPh), Selain itu, terdapat Pajak Daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu 

Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota (Wicaksono dan Pamungkas, 

2017:82). 

 Pajak Penghasilan merupakan pajak subjektif yang dikenakan kepada 

subjek pajak yang bersangkutan. Dalam hal ini pajak tersebut tidak bisa 

dilimpahkan kepada subjek pajak yang lain. Subjek Pajak yang dimaksud adalah 

Orang Pribadi (Wajib Pajak) atau Badan yang berbentuk perseroan terbatas, 

yayasan, badan usaha milik negara atau daerah, dan persekutuan yang lainnya. 

Selain itu, bentuk usaha tetap juga masuk dalam kelompok subjek pajak. Pajak 

Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak yang 

diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak 

Penghasilan. Salah satu jenis pajak penghasilan yaitu Pajak Penghasilan pasal 4 

ayat 2 yang bersifat final. 
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 Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dikenakan pada wajib 

pajak orang pribadi dan badan atas beberapa jenis penghasilan yang didapat dan 

pajak yang dipotong bersifat final. Di dalam PPh pasal 4 ayat 2 terdapat salah satu 

jenis PPh final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib 

pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jenis pajak tersebut diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. 

 Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 

dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013, 

menegaskan bahwa kriteria Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

yaitu; Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan (tidak termasuk Bentuk 

Usaha Tetap), dan Menerima penghasilan usaha, tidak termasuk penghasilan jasa 

sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 

4.800.000.000 dalam 1 (satu) Tahun Pajak dan tarif sebesar 1%. Menurut 

Direktorat Jenderal Pajak, Perekonomian Indonesia yang saat ini didukung oleh 

UMKM, pada tahun 2017 pembayaran PPh UMKM (PPh final) berkontribusi 

sebesar 2,2% terhadap total penerimaan PPh yang dibayar sendiri oleh Wajib 

Pajak (Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi). UMKM yaitu 

perseorangan yang membuka usaha kecil dan menengah yang diatur dalam 

Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Miko Kecil 

Menengah). Sehingga UMKM mendominasi perekonomian yang memberikan 

kontribusi terhadap Penerimaan Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 57,8% 

menjadi 60,34%. Pada tahun 2018, Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 

berubah menjadi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. 

 Terbitnya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat 2 tentang 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu tersebut menegaskan tarif 

sebesar 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang diterapkan pada 

tanggal 1 Juli 2018. Menurut Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pasal 3 

ayat 2 Wajib pajak boleh memilih untuk menggunakan tarif 0,5% atau langsung 

menggunakan tarif normal pasal 17. Selain itu, Peraturan Pemerintah No 23 

Tahun 2018 juga menyebutkan batasan waktu (sunset clause) bagi wajib pajak 
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yang memilih menggunakan tarif final, yaitu tiga tahun untuk wajib pajak badan 

berbentuk perseroan terbatas, empat tahun untuk badan tertentu (persekutuan 

komanditer, koperasi, dan firma) dan tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi. 

Dalam pemungutan pajak UMKM menggunakan Self Assessment System dimana 

wajib pajak melakukan perhitungan penyetoran dan pelaporannya sendiri.  

Salah satu kabupaten atau kota yang menerapkan peraturan tersebut yaitu 

kabupaten Jember melalui kantor Pelayanan Pajak Pratama, sosialiasi yang 

dilakukan agar wajib pajak mengetahui perubahan dan persyaratan yang ada di 

peraturan tersebut. Selain itu, sosialisasi dan penerapan peraturan terbaru 

dikarenakan, banyak masyarakat yang dikenakan dan membayar atas Peraturan 

Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. Hal 

tersebut dibuktikan dengan tabel berikut ini : 

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak yang membayar dengan tarif sesuai Peraturan 

Pemerintah No 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember 

Jumlah Wajib Pajak yang membayar 

Tahun Jumlah Wajib Pajak ( Dalam Ribuan) 

2016 7.401 

2017 8.926 

2018 18.311 

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, 2019 

Dari tabel diatas diketahui bahwa pada tahun 2016 wajib pajak yang 

membayar ada 7.401 wajib pajak. Kemudian pada tahun 2017 mengalami 

peningkatan dengan jumlah yang membayar 8.926 wajib pajak. Pada tahun 2018 

juga mengalami penigkatan yang cukup signifikan dengan jumlah 18.311 wajib 

pajak yang membayar. Pada tahun 2016 dan 2017, jumlah wajib pajak yang 

membayar masih menggunakan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Tetapi 

pada tahun 2018 jumlah wajib pajak dari bulan Januari sampai dengan Juni 

menggunakan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dan dari bulan Juli sampai 

dengan Desember menggunakan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 karena 

peraturan tersebut baru diterapkan pada tanggal 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah 
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No 23 Tahun 2018 diterapkan, jumlah wajib pajak yang membayar di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Jember pada tahun 2018 meningkat sebesar 9.385 

dengan presentase 105%  dari tahun 2017. Jumlah wajib pajak selama 3 tahun 

terakhir di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yang membayar terus 

meningkat, dengan adanya jumlah wajib pajak yang membayar mempengaruhi 

penerimaan wajib pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan tabel berikut ini : 

Tabel 1.2 Jumlah Penerimaan Pajak dengan tarif sesuai Peraturan Pemerintah No 

46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Jember 

Jumlah Penerimaan Pajak PP 46 dan PP 23 

Tahun Jumlah Penerimaan (Dalam Rupiah) 

2016 14.512.836.672 

2017 18.822.864.353 

2018 19.578.338.144 

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, 2019 

Berdasarkan data diatas, jumlah penerimaan wajib pajak orang pribadi 

UMKM pada tahun 2016 sebesar Rp.14.512.836.672. Kemudian pada tahun 2017 

mengalami peningkatan penerimaannya sebesar Rp.18.822.864.353. Pada tahun 

2018 juga mengalami peningkatan penerimaan sebesar Rp.19.578.338.144. 

Setelah Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 diterapkan jumlah penerimaan 

pajak meningkat sebesar Rp.755.473.791 dengan presentase 4% dari tahun 2017. 

Pada tahun 2016 dan 2017, jumlah wajib pajak yang membayar masih 

menggunakan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013. Tetapi pada tahun 2018 

jumlah wajib pajak dari bulan Januari sampai dengan Juni menggunakan 

Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dan dari bulan Juli sampai dengan 

Desember menggunakan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 karena 

peraturan tersebut baru diterapkan pada Tanggal 1 Juli Tahun 2018, sehingga 

berpengaruh terhadap kenaikan  jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak.  

Penulis tertarik terhadap perubahan Peraturan pemerintah No 46 Tahun 

2013 yang menjadi Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018, dikarenakan terjadi 

penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% , jumlah wajib pajak yang membayar di 
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Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember meningkat 105%, dan jumlah 

penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember juga meningkat 4% 

pada tahun 2018 setelah Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 diterapkan. 

Penerimaan pajak penghasilan mengalami peningkatan sejak berlakunya Peraturan 

Pemerintah No 23 Tahun 2018 dari sektor UMKM yang ikut berkontribusi. 

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, penulis tertarik mengambil judul tentang 

“Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 

pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengajukan rumusan 

masalah sebagai berikut, Bagaimanakah proses penyesuian perhitungan Peraturan 

Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember ? 

 

1.3 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN) 

 Adapun tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui 

Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. 

  

1.4 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN) 

Adapun manfaat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah : 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta gambaran yang 

lebih jelas mengenai proses penyesuian perhitungan Peraturan 

Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jember 

2) Memperoleh pengalaman kerja sebagai pemaparan ilmu yang telah 

diperoleh selama menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Administrasi 

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Jember. 
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b. Bagi Universitas Jember 

1) Mempererat hubungan yang baik antara pihak Universitas dengan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. 

2) Sebagai bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar 

mengajar pada perkuliahan di Universitas Jember, khususnya pada 

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik. 

c. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember 

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar instansi dan Universitas 

Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademis maupun 

bersifat organisasi. 

2) Memberikan informasi dan referensi ilmu tentang proses penyesuian 

perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Jember. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pajak 

Pengertian pajak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro, (dalam 

Mardiasmo 2016:3) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan 

undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 

(kontrapersi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Menurut Adriani (dalam Sumarsan 2017:3) pajak 

adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang 

oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-

undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk 

dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 

berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat 

kepada Negara yang dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 

dan diatur oleh undang-undang yang bersifat memaksa tanpa adanya kompensasi 

langsung. Pajak yang telah dipungut tidak mendapatkan kontrapersi dari Negara 

secara langsung, karena pajak yang telah dipungut akan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluran-pengeluaran yang berguna 

bagi masyarakat luas. 

 

2.1.1 Fungsi Pajak 

Menurut Resmi (2017:3) ada dua fungsi pajak yaitu : 

1. Fungsi anggaran (Budgetair) 

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk 

membiayai pengeluran baik rutin maupun pembangunan. 
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Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB). 

2. Fungsi mengatur (Regulerend) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan 

tertentu dibidang keuangan. 

Contoh: 

a) Pajak Penjualan ata Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat 

terjadi tranaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah 

suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut 

harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar 

rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah 

(mengurangi gaya hidup mewah);  

b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar 

pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi 

(membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi perataan 

pendapatan. 

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut dapat dikatakan bahwa pajak dapat 

digunakan untuk membantu perekonomian negara karena pajak yang sudah 

dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan 

umum termasuk juga membiayai pembangunan. Salah satu pajaknya yaitu PPh 

UMKM (PPh Final) yang berkontribusi untuk kas negara sehingga pendapatan 

negara akan terus bertumbuh dan dapat memenuhi segala keperluan negara 

maupun rakyat. 
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2.1.2  Pengelompokan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:7) pengelompokan pajak dibagi menjadi tiga 

yaitu: 

1. Menurut Golongannya 

a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib 

Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 

dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai. 

2. Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu, (Resmi, 2017:7) : 

a. Pajak Subjektif  pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan 

pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan 

keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan. 

b. Pajak Objektif  pajak yang pengenaannya memperhatikan 

objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun 

peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar 

pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib 

Pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Pajak 

Penualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya (Resmi 2017:7) : 

a. Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai. 

b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik 

daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak 

kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga 

daerah masing-masing. 
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Pajak Daerah terdiri atas: 

1) Pajak Propinsi 

Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar 

Kendaraan Bermotor. 

2) Pajak Kabupaten/Kota 

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan. 

 

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak 

Menurut Halim, dkk (2014:6) Dalam pemungutan pajak terdapat 

beberapa cara, sebagai berikut: 

a. Stelsel nyata (riel stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang 

sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya baru dapat 

dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang 

sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak 

yang dikenakan lebih realistis. Kelemahan adalah pajak baru dapat 

dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama 

dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah 

dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak 

berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun 

berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun, sehingga penerimaan 

pajak oleh pemerintah dapat diperoleh sepanjang tahun. Kelemahannya 

adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya atau tidak realistis. 

c. Stelsel Campuran  

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada 

awal tahun, besarnya pajak dihitung menggunakan stelsel anggapan, 

kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan kembali 
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berdasarkan stelsel nyata. Apabila jumlah pajak menurut stelsel nyata 

lebih besar dari pada pajak stelsel anggapan, maka Wajib Pajak harus 

menambah. Sebaliknya jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih kecil 

dari pada stelsel anggapan, maka kelebihannya dapat diminta kembali 

(restitusi) atau dikompensasi pada periode berikutnya. 

 

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:9) ada beberapa asas pemungutan pajak 

yaitu: 

a. Asas domisili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib 

Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang 

berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk 

Wajib Pajak dalam negeri. 

b. Asas sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

c. Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara dan 

diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di 

Indonesia. 

 

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Menurut Halim, dkk (2014:8) sistem pemungutan pajak ada 3  yaitu: 

a. Official Assessment System 

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah 

(fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 

Pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-ciri 

Official Assesment Sytem : 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

fiskus.  
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2) Wajib Pajak bersifat pasif.  

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh 

fiskus.  

b. Self Assessment System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib 

Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib 

pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan 

sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. 

c. Withholding System 

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak 

ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk 

memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.  

 

2.1.6 Tarif Pajak 

Menurut (Mardiasmo 2016:11) Tarif Pajak ada 4 macam yaitu : 

a. Tarif Sebanding atau Proporsional 

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang 

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional 

terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. 

Contoh: Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah 

pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%. 

b. Tarif Tetap 

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah 

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. 

Contoh: Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro 

dengan nilai nominal berapapun adalah Rp.3.000 

c. Tarif Progresif 

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

Contoh: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib 

Pajak orang pribadi dalam negeri. 
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Tabel 2.1 Lapisan Tarif Progresif 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Sampai dengan Rp.50.000.000 5% 

Di atas Rp.50.000.000 s.d Rp.250.000.000 15% 

Di atas Rp.250.000.000 s.d Rp.500.000.000 25% 

Di atas Rp.500.000.000 30% 

Sumber: Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang No 36 Tahun 2008 

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi: 

a. Tarif progresif progresif : kenaikan presentase semakin besar 

b. Tarif progresif tetap : kenaikan presentase tetap 

c. Tarif Progresif degresif : kenaikan presentase semakin kecil 

d. Tarif Degresif 

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang 

dikenai pajak semakin besar. 

 

2.2 Pengertian Pajak Penghasilan 

Pengertian Pajak Penghasilan menurut Resmi (2017:70) adalah pajak yang 

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 

dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau 

memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh 

penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak 

dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun 

pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak 

apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. 

 

2.2.1  Jenis-jenis Pajak Penghasilan 

Menurut Mardiasmo (2016:197) ada beberapa jenis-jenis pajak 

penghasilan, sebagai berikut: 

1) Pajak Penghasilan Pasal 21 

2) Pajak Penghasilan Pasal 22 

3) Pajak Penghasilan Pasal 23 
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4) Pajak Penghasilan Pasal 24 

5) Pajak Penghasilan Pasal 25 

6) Pajak Penghasilan Pasal 26 

7) Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

 

2.3 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 adalah pajak yang dipotong dari 

penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur melalui peraturan pemerintah 

dan bersifat final. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 4 ayat 2 antara lain 

berikut ini, (Halim,2017:23) : 

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi 

dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh 

koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. 

b. Penghasilan berupa hadiah undian. 

c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif 

yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau 

pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima 

oleh perusahaan modal ventura. 

d. Penghasilan dari transaksi dari pengalihan harpa berupa tanah dan atau 

bangunan,usaha jasa kontruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan 

atau bangunan; dan 

e. Penghasilan tertentu lainnya. 

 

2.4 Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu Peraturan 

Pemerintah No 46 Tahun 2013 

2.4.1  Dasar Hukum 

 Dasar hukum yang mengatur Pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 huruf e 

atas pajak penghasilan tertentu lainnya diatur lebih lanjut sebagai berikut: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak penghasilan atas 

Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang 

Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 
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b. Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.11/2013 tentang Tata Cara 

Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan dari Usaha 

yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto 

Tertentu. 

 

2.4.2 Objek dan Subjek Pajak atas Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto 

Tertentu 

a. Objek Pajak atas Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

Menurut Halim (2014:314) yaitu, Penghasilan dari usaha yang diterima 

atau diperoleh Waji Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai 

Pajak Penghasilan yang bersifat final. 

b. Subjek Pajak atas Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk 

Bentuk Usaha Tetap; dan 

2) Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa 

sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak 

melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam satu Tahun Pajak. 

 

2.4.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak (Wajib Pajak) atas Wajib Pajak yang 

Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

Menurut Halim (2014:315) : 

1) Tidak termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikategorikan sebagai 

Wajib Pajak memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak Orang 

Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atas jasa yang 

dalam usahanya: 

a) Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, Baik 

menetap maupun tidak menetap; dan 

b) Menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum 

yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan. 
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Misalnya pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda 

di trotoar, dan sejenisnya. 

2) Tidak termasuk Wajib Pajak Badan  yang dikategorikan sebagai Wajib 

Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu adalah: 

a) Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; 

atau 

b) Wajib pajak badan yang dalam jangka waktu satu tahun setelah 

beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto 

melebihi Rp.4.800.000.000 

 

2.4.4 Tarif Pajak atas Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu 

Menurut Halim ( 2014: 316) Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang 

bersifat final yang peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000 (empat miliar 

delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak adalah 1%.  

 

2.5 Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Peraturan 

Pemerintah No.23 Tahun 2018. 

2.5.1 Dasar Hukum 

Dasar Hukum yang mengatur Pajak Penghasilan Final pasal 4 ayat 2 huruf 

e atas pajak penghasilan tertentu lainnya diatur lebih lanjut sebagai berikut: 

a) Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tentang Pajak penghasilan atas 

Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang 

Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 

b) Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang 

Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 
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2.5.2 Objek dan Subjek Pajak atas Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto 

Tertentu 

a. Objek Pajak atas Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 

Menurut Halim (2014:314) yaitu, Penghasilan dari usaha yang diterima 

atau diperoleh Waji Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai 

Pajak Penghasilan yang bersifat final. 

b. Subjek Pajak atas Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 

Subjek Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu Menurut Peraturan 

Menteri Keuangan No 99/PMK.03/2018 yaitu: 

1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenal Pajak 

Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah No 

23 Tahun 2018 merupakan: 

a) Wajib Pajak orang pribadi; dan 

b) Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, 

firma, atau perseroan terbatas. 

Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan bruto 

tidak melebihi Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) 

dalam 1 (satu) tahun pajak. 

 

2.5.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak (Wajib Pajak) Wajib Pajak yang Memiliki 

Peredaran Bruto Tertentu. 

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.03/2018 yang tidak 

termasuk subjek pajak (Wajib Pajak) yaitu: 

a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan 

Ketentuan Umum Pajak Penghasilan 

b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang 

dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian 

khusus menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas 

c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan: 

1) Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau 
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2) Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan 

Penghasilan Kena Pajak dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau 

penggantinya; dan  

3) Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap. 

 

2.5.4 Jangka Waktu tertentu bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto 

Tertentu 

Menurut Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 jangka waktu tertentu 

pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final yaitu paling lama:  

a) 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi 

b) 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, 

persekutuan komanditer, atau firma; dan  

c) 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas. 

Jangka waktu tersebut terhitung sejak Wajib Pajak terdaftar, sejak 

berlakunya Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 dan bagi wajib pajak yang 

telah terdaftar sebelum berlakunya peraturan pemerintah tersebut.  

 

2.5.5 Tarif Pajak dan Pengenaan Pajak Penghasilan 

Menurut Perturan Pemeritah No 23 Tahun 2018 Besarnya tarif Pajak 

Penghasilan yang bersifat final yang peredaran bruto tidak melebihi 

Rp.4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun 

pajak adalah 0.5%. Adapun pengenaan pajak penghasilan sebagai berikut: 

a) Pengenaan pajak penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha 

dalam satu tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang 

bersangkutan. 

b) Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah 

melebihi jumlah Rp.4.800.000.000 dalam satu Tahun Pajak, Wajib Pajak 

tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan 1 persen sampai dengan akhir Tahun 

Pajak yang bersangkutan. 

c) Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah 

Rp.4.800.000.000 pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima 
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atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif 

Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak 

Penghasilan. 

 

2.5.6 Dasar Pengenaan Pajak  

Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak 

Penghasilan yang bersifat final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan. 

Adapun Pajak Penghasilan Terutang dihitung berdasarkan tarif pajak dikalikan 

dengan dasar pengenaan pajak yang dapat dirumuskan sebagai berikut sebagai 

berikut: 

PPh Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak 

                                = 0.5% x Jumlah Peredaran Bruto Setiap Bulan 

 

2.5.7 Kriteria UMKM  

Kriteria UMKM menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 20 

Tahun 2008 Pasal 6 yaitu : 

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000 

(tiga ratus juta rupiah). 

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah) sampai paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta 

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga 

ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 

(dua milyar lima ratus juta rupiah). 
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3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut : 

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000 (lima ratus 

juta rupiah) sampai paling banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh 

milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua 

milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). 
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BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

3.1 Tempat dan Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) di laksanakan di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Jember dan beralamat di Jalan Karimata No.54A, 

Sumbersari, Jember. 

 

3.1.2 Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

Kegiatan dilakukan sesuai dengan surat tugas Nomor  yang dilaksanakan 

mulai tanggal 4 Februari 2019 sampai tanggal 22 Maret 2019. Praktek Kerja 

Nyata juga dilaksanakan sesuai dengan jam kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jember : 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan 

Hari Kerja Jam Kerja 

Senin – Jumat 08.00 - 1600 

Sabtu – Minggu Libur 
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember 2019 

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada Pelaksanaan Kegiatan dibuat oleh penulis dengan judul “Proses 

perubahan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 terhadap Peraturan 

Pemerintah No 23 Tahun 2018 atas UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jember”. Penulis di tempatkan di Seksi Pengawasan dan Konsultasi 

(Waskon) II 
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3.2.2 Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata (PKN) : 

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan 

beberapa kegiatan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember yaitu: 

Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata 

No

. 

Waktu Pelaksanaan dan 

Penanggung Jawab 

Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) 

1. Senin, 4 Februari 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Dimas Irvan 

Wijanarko 

a. Penempatan divisi 

atau bidang seksi 

Pengawasan dan 

konsultasi (Waskon) 

II dan dilanjut degan 

perkenalan kepada 

pegawai. 

b. Menginput Surat 

masuk Nota Dinas 

pada sistem. 

a. Mengetahui 

tugas-tugas yang 

ada pada Waskon 

II 

b. Mengetahui cara 

menginput surat 

masuk Nota Dinas 

pada sistem. 

2. Selasa, 5 Februari 2019 Libur Hari Raya Imlek - 

3. Rabu, 6 Februari 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Harnanto 

Mengarsipkan Surat 

masuk Nota Dinas 

Waskon II 

Mengetahui hsil 

surat masuk Nota 

Dinas Waskon II 

4. Kamis, 7 Februari 2019 

Penanggung Jawab : 

Bapak Indra Kurniawan 

Menginput Surat masuk 

Nota Dinas pada sistem 

 

Mengetahui cara 

menginput surat 

masuk pada sistem. 

5. Jumat, 8 Februari 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Harnanto 

Menginput surat masuk 

dari Kanwil DJP III 

untuk seksi waskon II 

Mengetahui cara 

menginput surat 

masuk untuk seksi 

waskon II pada 

sistem. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


23 
 

(a) (b) (c) (d) 

6. Senin, 11 Februari 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Tesar 

a. Menginput surat 

masuk dari Kanwil 

DJP III 

b. Mengedarkan surat 

masuk yang telah 

ditindak lanjuti 

 

a. Mengetahui cara 

menginput surat 

masuk 

b. Megetahui 

mengedarkan 

surat untuk seksi 

Waskon II 

7. Selasa, 12 Februari 

2019 Penanggung 

Jawab: Bapak Tesar 

Melengkapi data wajib 

pajak pada sistem 

Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

8. Rabu, 13 Februari 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Lukman Hakim 

Melengkapi data wajib 

pajak pada sistem 

 

Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

9. Kamis, 14 Februari 

2019 Penanggung 

jawab:  

Bapak Dimas Irvan 

Wijanarko 

Melengkapi data wajib 

pajak 

 

 

Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

10. Jumat, 15 Februari 

2019 Penanggung 

Jawab:  

Bapak Tesar 

a. Menginput surat 

masuk Nota Dinas 

b. Melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

 

 

 

 

a. Mengetahui cara 

menginput surat 

masuk nota 

dinas 

b. Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 
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(a) (b) (c) (d) 

11. Senin, 18 Februari 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Harnanto 

Melengkapi data wajib 

pajak pada sistem 

 

Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

12. Selasa 19 Februari 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Indra Kurniawan 

a. Melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

b. Menginput Surat 

Masuk Nota Dinas 

a. Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

b. Mengetahui cara 

menginput surat 

masuk Nota 

Dinas 

13. Rabu, 20 Februari 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Harnanto 

Melengkapi data wajib 

pajak pada sistem 

 

Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

14. Kamis, 21 Februari 

2019 Penanggung 

Jawab: Bapak Tesar 

Melengkapi data wajib 

pajak pada sistem 

Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

15. Jumat, 22 Februari 

2019 Penanggung 

jawab: Bapak Harnanto 

a. Melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

b. Menginput surat 

masuk Nota Dinas 

 

 

 

a. Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

b. Mengetahui cara 

menginput surat 

masuk Nota 

Dinas 
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(a) (b) (c) (d) 

16. Senin, 25 Februari 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Indra Kurniawan 

a. Melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

b. Mengkroscek data 

wajib pajak terkait 

dengan ada atau 

tidak tunggakan 

pajaknya pada 

sistem 

a. Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

b. Mengetahui cara 

mengkroscek 

data wajib pajak. 

17. Selasa, 26 Februari 

2019 Penanggung 

jawab: Bapak Tesar 

a. Melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

b. Menginput surat 

masuk Nota Dinas 

 

 

a. Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

b. Mengetahui cara 

menginput surat 

masuk Nota 

Dinas 

18. Rabu, 27 Februari 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Indra Kurniawan 

a. Melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

b. Membuat tanda 

terima surat 

pengantar STP 

a. Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

b. mengetahui cara 

membuat tanda 

terima surat STP 

19. Kamis, 28 Februari 

2019 Penanggung 

Jawab: Bapak Harnanto 

Melengkapi data wajib 

pajak pada sistem 

Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 
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(a) (b) (c) (d) 

20. Jumat, 1 Maret 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Tesar 

a. Melengkapi data 

wajib pajak 

b. Menginput surat 

masuk Nota Dinas 

a. Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

b. Mengetahui cara 

menginput surat 

masuk Nota 

Dinas 

21. Senin, 4 Maret 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak  

a. Melengkapi data 

wajib pajak 

b. Menginput surat 

masuk Nota Dinas 

a. Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

b. Mengetahui cara 

menginput surat 

masuk Nota 

Dinas 

22. Selasa, 5 Maret 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Harnanto 

Menginput surat masuk 

Nota Dinas 

 

 

Mengetahui cara 

menginput surat 

masuk Nota Dinas 

23. Rabu, 6 Maret 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Tesar 

Melengkapi data wajib 

pajak pada sistem 

 

Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

24. Kamis,7 Maret 2019 

Penanggung Jawab: Ibu 

Seply Marliana 

Melengkapi data wajib 

pajak pada sistem 

 

Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 
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(a) (b) (c) (d) 

25. Jumat, 8 Maret 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Harnanto 

Melengkapi data wajib 

pajak pada sistem 

 

Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

26. Senin, 11 Maret 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Tesar 

a. Menginput surat 

masuk Nota Dinas 

b. Piket  e-filling 

a. Mengetahui cara 

menginput surat 

masuk Nota 

Dinas 

b. Mengetahui 

mengoperasikan 

e-filling 

27. Selasa, 12 Maret 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Tesar 

a. Konsultasi tentang 

PP 23 

b. Piket e-filling 

 

 

a. Mengetahui 

tentang 

Penyesuaian PP 

23 

b. Mengetahui 

mengoperasikan 

e-filling 

28. Rabu, 13 Maret 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Dimas  

a. Menginput surat 

masuk Nota Dinas 

b. Melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

a. Mengetahui cara 

menginput surat 

masuk Nota 

Dinas 

b. Mengetahui cara 

melengkapi data 

wajib pajak pada 

sistem 

29. Kamis, 14 Maret 2019 

Penanggung Jawab:  

Ibu Seply Marliana 

a. Melengkapi surat 

tagihan pajak  

 

a. Mengetahui 

surat tagihan 

pajak 
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(a) (b) (c) (d) 

  dengan memberi no 

LAP 

b. Piket e-filling 

b. Mengetahui 

mengoperasikan 

e-filling 

30. Jumat, 15 Maret 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Tesar 

a. Konsultsasi terkait 

pp 23 

b. Menginput surat 

tugas visit 

a. Megetahui 

tentang 

Penyetoran PP 

23 

b. Mengetahui 

surat tugas visit 

31. Senin, 18 Maret 2019 

Penanggug Jawab: 

Bapak Harnanto 

a. Menginput surat 

masuk Nota Dinas 

b. Piket e-filling 

a. Mengetahui 

surat masuk 

Nota Dinas 

b. Mengetahui 

mengoperasikan 

e-filling 

32. Selasa, 19 Maret 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Jaka 

a. Piket e-filling 

b. Konsultasi terkait 

Peraturan 

Pemerintah No 23 

Tahun 2018 

a. Mengetahui 

mengoperasikan 

e-filling 

b. Mengetahui 

tentang 

Pelaporan 

Peraturan 

Pemerintah No 

23 Tahun 2018 

33. Rabu, 20 Maret 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Dendy 

a. Piket e-filling 

b. Konsultasi terkait 

Peraturan 

Pemerintah No 23 

Tahun 2018  

a. Mengetahui 

mengoperasikan 

e-filling 

b. Mengetahui 

tentang  
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(a) (b) (c) (d) 

   Perhitungan 

Peraturan 

Pemerintah No 

23 Tahun 2018 

34. Kamis, 21 Maret 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Tesar 

a. Piket e-filling 

b. Mengarsipkan surat 

masuk Nota Dinas 

a. Mengetahui 

mengoperasikan 

e-filling 

b. Mengetahui 

pengarsipan 

surat masuk 

Nota Dinas 

35. Jumat, 22 Maret 2019 

Penanggung Jawab: 

Bapak Harnanto 

a. Piket e-filing 

b. Konsultasi tentang 

Peraturan 

Pemerintah No 23 

Tahun 2018 

a. Mengetahui 

mengoperasikan 

e-filing 

b. Mengetahui 

tentang 

Penyesuaian 

Perhitungan  

Peraturan 

Pemerintah No 

23 Tahun 2018 

di Kantor 

Pelayanan Pajak 

Pratama Jember. 

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama 2019 

 

3.2.3 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata akan dibuat Laporan Tugas Akhir 

oleh penulis dengan judul “Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah 

No 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember.” Sehingga pada 
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pelaksanaan PKN penulis ditempatkan pada beberapa seksi yang berkaitan dengan 

judul tersebut diantaranya : 

a. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (WASKON) II 

Pada seksi ini penulis diberi tugas seperti perekaman potensi wajib pajak, 

pembuatan surat tagihan pajak sesuai dengan data wajib pajak yang 

terekam sebelumnya. 

b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)  

Pada seksi ini penulis dapat melakukan pengumpulan data sekunder 

dengan mengajukan permohonan pengambilan data kepada OC (Operator 

Console) KPP Pratama Jember yang bertempat di Seksi PDI, dan 

permohonan pengambilan data tersebut disetujui oleh Kepala Seksi PDI 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis Data yang digunakan yaitu Data Kuantitatif berupa jumlah Wajib 

Pajak yang membayar, jumlah penerimaan dan Proporsi penerimaan PP 46 dan PP 

23 yang dinyatakan dalam bentuk numerical serta diolah secara elektronik. 

3.3.2 Sumber Data 

Data yang digunakan yaitu : 

a. Data Primer 

Adalah data yang diperoleh dari Pegawai Pajak. Data primer diperoleh 

dari data-data terkait dengan perhitungan pajak Peraturan Pemerintah No 

23 Tahun 2018 dan wawancara dengan Wajib Pajak (Bapak A) dan 

Pegawai Pajak.  

b. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang 

memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti artikel, internet, 

jurnal, buku dan lain-lain. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek 

Kerja Nyata ini adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku 

dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek Kerja Nyata 

(PKN). 

b. Wawancara 

Penulis menggunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi 

data yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan pasal 4 Ayat 2 atas 

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 bersama dengan Bapak A 

sebagai seorang pedagang. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


BAB 5. PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil  Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama (KPP) Jember tentang Proses Penyesuaian Perhitungan Peraturan 

Pemerintah No 23 Tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

a. Proses penyesuaian Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 tersebut 

ditujukan kepada Wajib pajak Orang Pribadi (UMKM) atau Wajib Pajak 

Badan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang telah terdaftar menggunakan 

Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013, maka wajib pajak tersebut 

menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018. 

b. Sistem penyetoran pajak tersebut menggunakan e-Billing dengan jenis 

pajak 411128 dan jenis setoran 420 untuk mendapatkan kode billing yang 

dijadikan untuk penyetoran ke bank persepsi atau kantor pos. Setoran 

pajak diakui setelah mendapat NTPN. 

c. Pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

99/PMK.03/2018 pasal 4 ayat 5 menegaskan bahwa Wajib Pajak yang 

telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dianggap telah 

menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan sesuai 

dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 

yang tercantum pada Surat Setoran Pajak. 

d. Dengan adanya penyesuaian perhitungan Peraturan Pemerintah No 46 

Tahun 2013 menjadi Peraturan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 

terkait kewajiban perpajakan wajib pajak tersebut lebih mudah dan beban 

pajak yang dibayarkan lebih kecil, yang awalnya menggunakan tarif 1% 

berubah menjdi 0,5% menurut peraturan yang berlaku. 
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5.2 SARAN  

Berdasarkan pembahasan mengenai Proses Penyesuian Perhitungan 

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 atas Wajib Pajak yang memiliki 

peredaran bruto tertentu, maka penulis memberikan saran yaitu: 

a. Untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember dalam melayani Wajib 

Pajak sudah sangat baik, maka dari itu Kantor Pelayanan Pajak Pratama 

Jember harus mempertahankan dalam hal melayani wajib pajak. 

b. Untuk Wajib Pajak sendiri harus meningkatkan kesadaran perpajakan serta 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar dapat mengikuti 

perkembangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, 

Wajib Pajak juga harus taat dalam menghitung jumlah peredaran bruto 

setiap bulan dan menyetor pajak sebelum tanggal jatuh tempo yang 

ditentukan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Surat Permohonan Magang 
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Lampiran 2. Surat Balasan Instansi 
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Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi 
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Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Daftar Konsultasi Bimbingan Penyusunan Laporan Tugas 

Akhir 
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Lampiran 9. Surat Keterangan Selesai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 10. Daftar Peredaran Bruto 
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Lampiran 11. Cetakan Kode Billing 
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Lampiran 12. Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara 

Nama Narasumber : Wajib Pajak 

Hari,Tanggal  : Kamis, 21 Maret 2019 

Jam   : 15.00 - 15.30 WIB 

Tempat Wawancara : Rumah Wajib Pajak 

Topik Wawancara : Penyesuaian Perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 

Tahun 2018 

Pewawancara : Selamat sore Pak, Mohon Maaf Mengganggu. 

Narasumber : Sore juga dik. 

Pewawancara : Maaf sebelumnya Pak, bila Bapak berkenan saya ingin 

menanyakan tentang penyesuaian perhitungan peraturan 

pemerintah No 23 Tahun 2018. 

Narasumber : Iya, boleh silahkan dik. 

Pewawancara : Jadi gini Pak, pada pertengahan tahun 2018 tanggal 1 Jul 2018  

terbit peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 

2018. Apakah bapak sudah tahu tentang peraturan baru tersebut? 

Bagaimana perhitungan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018? 

Narasumber : Oh iya dik, saya sudah tahu tentang peraturan tersebut. Sejak 

bulan juli 2018 saya menggunakan tarif baru sesuai Peraturan 

Pemerintah No 23 Tahun 2018 yaitu 0,5%. Jadi saya pada tahun 

2018  di daftar peredaran bruto pada bulan januari sampai dengan 

bulan juni masih menggunakan tarif 1%, lalu pada bulan Juli 

sampai dengan bulan Desember saya menggunakan tarif 0,5% dik. 
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Kalau penyetorannya saya tetap menggunakan e-Billing dan 

pembayarannya saya melalui Bank persepsi. 

Pewawancara : Menurut bapak bagaimana dengan tarif yang telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018? 

Narasumber : Ya, menurut saya sudah cukup sesuai bagi pelaku UMKM untuk 

membayar pajaknya sebesar 0,5% sebulan dik.  

Pewawancara : Baik Pak,Terima kasih sudah meluangkan waktunya. 

Narasumber : Iya dik, sama-sama. 
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Lampiran 13. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 
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Lampiran 14. Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 
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Lampiran 15. Undang-undang No 36 Tahun 2008 
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Lampiran 16. Peraturan Menteri Keuangan No 99/PMK.03/2018 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


80 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


81 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


82 
 

Lampiran 17. Peraturan Menteri Keuangan No 107/PMK.011/2013 
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Lampiran 18. Undang-Undang No 20 Tahun 2008 
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Lampiran 19. Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2010 
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Lampiran 20. Undang-Undang No 16 Tahun 2009 
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